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Abstract: With the issuance of Law Number 28 Year 2009 on Local Taxes and Retributions, the
Collection of Land, Rural and Urban Buildings Taxes becomes the right of Local Government, in the
function of management there are four functions namely planning, organizing, actuating and
controlling. This research aims to obtain a clear picture of the Land, Rural and Urban Buildings
Taxes Management by Local Revenue Agency of Rokan Hilir Regency and Supporting and Inhibiting
Factors in the Rural and Urban Buildings Taxes Management by Revenue Agency of Rokan Hilir
Regency Year 2014-2015. The method used in this research is descriptive qualitative method. Data
collection techniques that Author uses are interviews, observation and documentation, Data analysis
was done with data reduction, data presentation and conclusion. The result of this research indicate
that: First, that the Regional Revenue Agency of Rokan Hilir Regency has been managing the taxes
of land, rural and urban buildings to increase local revenue based on four functions of management:
planning, organizing, actuating, and controlling based on the main functions and duties of the
Agency. But it is not said to be maximum in the management, noted that several constraints in the
management of land, rural and urban buildings taxes. Second, supporting factors such as the
availability of funding or financing and support from local officer. inhibiting factors such as roles
and responsibilities are not evenly distributed, lack of coordination, lack of personnel both in

quality and quantity and lack of equipment.

Abstrak: Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi hak
dari Pemerintah Daerah, dalam fungsi manajemen terdapat empat fungsi yakni perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Tujuan penelitian Untuk memperoleh gambaran
secara nyata mengenai Manajemen Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) oleh
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014-2015 dan Faktor — Faktor Pendukung
dan Penghambat dalam Manajemen Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014-2015.Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang Penulis lakukan
adalah wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan, Analisis data dilakukan dengan reduksi
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama,
Bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah memanajemen pajak bumi dan bangunan
pedesaan dan perkotaan berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan 4 fungsi
manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang berdasarkan
tugas pokok dan fungsi Badan tersebut. Namun hal tersebut belum dikatakan maksimal dalam
pengelolaannya melihat adanya beberapa kendala—kendala dalam pengelolaan pajak bumi dan
bangunan pedesaan dan perkotaan. Kedua, Faktor pendukung seperti tersedianya dana atau pem-
biayaan dan dukungan perangkat daerah. Faktor penghambat seperti pembagian tugas dan wewenang
yang belum merata, kurangnya koordinasi, kurangnya personil baik secara kualitas maupun kuantitas
dan kurangnya peralatan.

Kata Kunci: manajemen, pajak bumi dan bangunan, koordinasi

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi
daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian
daerah dan mengurangi ketergantuan fiskal
terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah
yang selama ini tergantung pada pemberian dana
dari pemerintah pusat harus bersiap-siap me-
lakukan strategi pada keuangan daerah dan ang-
garan daerah. Keuangan daerah adalah keselu-
ruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan
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kebijakkan penganggaran yang meliputi pen-
dapatan dan belanja daerah, sedangkan ang-
garan daerah adalah rencana kerja pemerintah
daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu
periode tertentu (satu tahun).

Sebagai salah satu tujuan yang hendak
dicapai di dalam pelaksanaan desentralisasi dan
otonomi daerah jargon atau istilah tentang ke-
mandirian daerah bukan hal yang baru. Secara
teoritis pengukuran kemandirian daerah diukur
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dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun di
dalam perkembangan selanjutnya, diantara se-
mua komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD),
pajak dan retribusi daerah merupakan penyum-
bang terbesar, sehingga muncul anggapan bah-
wasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) identik
dengan pajak dan retribusi daerah.

Dengan telah diundangkannya Undang-
undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah
dan retribusi daerah (UU PDRD) pada tanggal
15 september 2009 yang mulai berlaku tanggal
1 januari 2010. Pajak bumi dan bangunan per-
desaan dan perkotaan adalah bumi dan bangunan
yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan dan pertambangan. Pajak daerah
merupakan pendapatan daerah yang berasal dari
pajak, salah satu jenis pajak baru yang dipungut
oleh daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan
pedesaan dan perkotaan (PBB P2) dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
sebelumnya merupakan pajak pusat.

Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) juga dituang-
kan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rokan
Hilir Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJIMD)
Kabupaten Rokan Hilir, yang mana terdapat
pada Misi Pertama yaitu “Memperkuat eko-
nomi masyarakat melalui pemberdayaan
ekonomi kerakyatan dan pengelolaan sumber
daya alam yang berkelanjutan’ maka Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
merumuskan Visinya yaitu “Terwujudnya
intitusi modern dalam pengelolaan dan pe-
ningkatan penerimaan pendapatan daerah
serta penggalian sumber-sumber pendapa-
tan daerah berwawasan lingkungan pada
Tahun 2016”.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan kabupaten Rokan Hilir diatur dalam
peraturan daerah nomor 06 tahun 2011 tentang
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan per-
kotaan. Dalam pasal 3 ayat 2 menyebutkan bah-
wa yang termasuk dalam pengertian bangunan
yaitu jalan lingkungan, jalan tol, kolam renang,
pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal,

dermaga, taman mewah, tempat penampungan/
kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan me-
nara. Daerah diberikan kewenangan untuk me-
mungut pajak yang berkaitan dengan berbagai
aspek kehidupan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan manajemen penge-
lolaan pajak bumi bangunan pedesaan dan per-
kotaan dalam meningkatkan pendapatan daerah
maka diperlukan adanya sebuah perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawa-
san sesuai dengan konsep fungsi-fungsi mana-
jemen sebagaimana yang dirumuskan oleh G. R
Terry, Koontz dan Donnel, dan Henry Fayol.
Dari sejumlah fungsi manajemen terdapat empat
fungsi yakni perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengawasan. Pertama peren-
canaan, mencakup penentuan pendataan, pene-
tapan, dan penyampaian SPTH untuk meni-
ngkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan
pedesaan dan perkotaan. Kedua pengor-
ganisasian, bagaimana bekerjasama dengan
Stake Holder terkait dalam proses yang sudah
direncanakan untuk meningkatkan penerimaan
pajak bumi dan bangunan pedesaan dan per-
kotaan. Pelaksanaan yakni penerapan Sosiali-
sasi, dan Pemungutan pajak bumi dan bangunan
pedesaan dan perkotaan. Dan keempat, penga-
wasan yaitu pemantauan dan mengevaluasi hasil
dari sebuah pelaksanaan aturan saat pemungutan
pajak bumi dan bangunan pedesaan dan per-
kotaan.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh
gambaran secara nyata mengenai Manajemen
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBBP2) oleh Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014-
2015.

METODE

Penelitian menggunakan model analisis in-
teraktif yang dikemukakan Miles and Huberman
dalam Idrus (2009). Model analisis ini terdiri dari
beberapa kegiatan : (a) pengumpulan data, (b)
reduksi data, (c) penyajian (display) data, dan
(d) verifikasi atau penarikan kesimpulan. Model
analisis ini dikatakan model interaktif karena
rangkaian kegiatan tersebut jalin-menjalin pada
saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan
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data dalam bentuk yang sejajar untuk memba-
ngun wawasan umum yang disebut analisis.
Dengan kata lain, kegiatan pengumpulan data dan
tiga kegiatan lainnya merupakan proses siklus
dan interaktif. Untuk mengetahui secara men-
dalam mengenai permasalahan yang akan diteliti,
maka penulis menggunakan informan yang dinilai
layak sebagai sumber informasi penelitian. Dalam
menentukan informan penulis menggunakan pur-
posive sampling, yaitu pengambilan informan
dengan memilih unsur-unsur tertentu yang diang-
gap penting dan benar-benar mengetahui infor-
masi mengenai permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan

Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal da-
ri pelaksanaan suatu kegiatan. Begitupun dalam
pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Per-
desaan dan Perkotaan yang dilakukan oleh Ba-
dan Pendapatan Daerah. Dalam kegiatan mana-
jemen hal yang pertama sekali dilakukan untuk
mencapai tujuan adalah perencanaan. Peren-
canaan adalah merupakan fungsi manajemen
yang paling dasar dibandingkan dengan fungsi
manajemen lainnya. Hal ini dapat dipahami, ka-
rena memang pelaksanaan fungsi-fungsi mana-
jemen lainnya sangat bergantung pada fungsi
perencanaan.

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana diperlukan dalam
rangka mengambil alih pengelolaan PBB P2,
diperlukan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa
sarana dan prasarana yang disiapkan oleh Peme-
rintah Kabupaten Rokan Hilir meliputi beberapa
aspek, antara lain:

1) Penyediaan Ruang

- Ruang pelayanan.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah
membuat ruangan khusus sebagai Tempat Pela-
yanan Pajak Daerah di Lantai 2 Gedung Dispenda.
Tempat pelayanan ini melayani wajib pa-jak
PBB P2 dan wajib pajak daerah lainnya dan
dimulai pada Tahun 2013.

- Penyediaan Ruang Server

Ruang Pengolahan Data dan Informasi,

berdekatan dengan ruang pelayanan di lantai 2
karena memang dikhususkan untuk pelayanan
PBB-P2.

2) Perlengkapan Gedung Kantor.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor
telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2012 pada Kegiatan Inten-
sifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pen-
dapatan Daerah, proses pengadaan perlengka-
pan gedung kantor ini dilaksanakan melalui
mekanisme penunjukkan langsung. Sampai saat
ini kondisi gedung masih seperti yang lama ka-
rena termasuk salah satu kantor baru yang ter-
letak dikomplek perkantoran pemerintah daerah
Kabupaten Rokan Hilir di Batu Enam.

3) Pengadaan Software dan Hardware
Komputer

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir meng-
gunakan Sistem Aplikasi pelimpahan dari Direk-
torat Jenderal Pajak, yaitu SISMIOP beserta
database. Kustomisasi SISMIOP dilakukan
sesuai kebutuhan dan perkembangan. Proses
pengadaan software dan hardware komputer ini
rencananya dilaksanakan dengan dua cara, yakni:
(1). Pengadaan hardware komputer dilakukan
dengan mekanisme pelelangan umum. (2). Pe-
ngadaan software komputer dilakukan dengan
penunjukkan langsung. 4) Pengadaan Barang
Cetakan. Pengadaan Blanko SPPT, STTS,
DHKP, SPOP, LSPOP, serta surat-surat pela-
yanan (surat pengajuan keberatan, surat pe-
ngajuan keringanan, surat pengajuan pembata-
lan, surat penerbitan SPPT). Hemat penulis
sarana dan prasarana sangat penting adanya
untuk mendukung sebuah perencanaan yang
akan dibuat agar menjadi baik sesuai dengan ya-
ng diharapkan.

2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Pemungutan PBB P2

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan
Menteri Dalam Negeri menyebutkan bahwa
penyiapan pedoman struktur organisasi dan tata
kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Per-
aturan Menteri Dalam Negeri setelah berkoor-
dinasi dengan instansi terkait lainnya. Menteri
Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
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Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat

Daerah, mengatur bahwa pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten yang menangani

fungsi pendapatan, pengelolaan keuangan dan

aset daerah ditambahkan fungsi, yaitu:

1) fungsi penyusunan kebijakan pelaksanaan
pemungutan PBB P2;

2) fungsi Pendataan, penilaian dan penetapan
PBB P2;

3) fungsi pengolahan data dan informasi PBB
P2;

4) fungsi Pelayanan PBB P2;

5) fungsi Penagihan;

6) fungsi Pengawasan dan penyelesaian sengketa
pemungutan PBB; serta

7) fungsi Pelaporan dan pertanggungjawaban
tugas.

3. Sumber Daya Manusia

Pemerintah mengalihkan PBB P2 menjadi
pajak daerah menunjukkan respon Pemerintah
Kabupaten Rokan Hilir terhadap perubahan
kondisi eksternal yakni pengalihan PBB P2 dari
pemerintah pusat. Dengan adanya pengalihan ini,
maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir khu-
susnya Dispenda mengalami perubahan kebutu-
han sumber daya manusia, dimana Dispenda
memerlukan tambahan pegawai karena adanya
tambahan tugas dan pekerjaan yakni menangani
pengelolaan PBB P2.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan
sumber daya manusia ini, Pemerintah Kabupaten
Rokan Hilir berencana untuk mempersiapkan
personel yang akan menangani bidang tugas ter-
kait dengan aplikasi komputer atau I T, pelayanan
pajak daerah, pemungutan pajak daerah, pen-
dataan dan penilaian pajak.

4. Sistem Pendataan PBB-P2

Sistem pendataan PBB-P2 melibatkan se-
luruh pihak dari pemerintah ditingkat Kabupaten
yang dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah,
sementara Camat sebagai mestinya ditetapkan
sebagai penanggungjawab pendataan pada skala
Kecamatan dengan berkoordinasi dengan lurah
dan penghulu/Kades dengan kondisi tidak adanya
UPT, namun jika UPT sudah terbentuk maka
tugas Bapenda tinggal menggesa pendataan me-
lalui petugas iner yang telah direkrut.

5. Penetapan Dari Pendataan PBB-P2

Sesuai Pasal 79 UU 28/2009, dasar pe-
ngenaan PBB-P2 adalah NJOP. NJOP di-
tetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun,
kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetap-
kan setiap tahun. Keputusan Kepala Daerah
dapat mencantumkan tabel klasifikasi nilai tanah
dan bangunan dan tabel DBKB sebagai dasar
penetapan NJOP tanah dan bangunan.

6.Proses Penyampaian SPPT Kepada
Wiajib Pajak

Pencetakaan Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) menurut
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Per-
kotaan adalah prosedur penilaian atas Nilai Jual
Objek Pajak dan pemeriksaan lapangan missal/
Khusus kalau sudah benar dilakukan pemuta-
khiran data kemudian dikelola di data base dan
menginput dalam basis data peta digital dan Bank
persepsi, barulah dilakukan cetak SPPT tersebut.

Setalah melakukan pencetakan SPPT PBB-
P2, SPPT diserahkan oleh Badan Pendapatan
Daerah kepada wajib pajak melalui Kecamatan
lalu dari kecamatan menyerahkan kepada Kelu-
rahan/Kepenghuluan sebagai kolektor lalu di-
serahkan kepada Ketua RT dan Ketua RW agar
disampaikan kepada Wajib Pajak. Mekanisme
penyerahan SPPT PBB-P2 langsung dari Badan
Pendapatan Daerah diserahkan kepada setiap
Kecamatan dan dihadiri langsung oleh Penghulu
dan Lurah sebagai kolektor PBB-P2 untuk di-
serahkan kepada wajib pajak.

Pengorganisasian

Pada dasarnya pengorganisasian dalam ke-
giatannya disebut dengan mengorgansir yaitu
proses pembagian kerja. Pengorganisasian meru-
pakan suatu proses untuk merancang struktur
formal, mengelompokkan dan mengatur serta
membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara
para anggota organisasi agar tujuan organisasi
dapat dicapai dengan efesien. Dalam melaksana-
kan pengelolaan pajak bumi dan bangunan pe-
desaan dan perkotaan maka dibutuhkan adanya
sumber daya manusia serta sarana dan pra-
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saranayang mendukung. Sumber daya manusia
terkait dengan pembagian tugas. Dalam organi-
sasi pembagian tugas mutlak dilakukan agar
tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan
pekerjaan. Agar tidak menimbulkan penumpukan
pekerjaan pada satu titik dan kekosongan pada
titik yang lain.

Pelaksanaan

Setelah perencanaan dibuat dan pengorga-
nisasian disusun, maka langkah berikutnya adalah
melakukan pelaksanaan/penggerakan/ pengara-
han. Directing sering juga disebut sebagai ac-
tuating dalam hal ini perintah merupakan alat
utama pemimpin dalam menggerakan orang-
orangnya disamping petunjuk, nasehat, saran dan
sebagainya sehingga mereka akan bekerja se-
cara baik untuk mencapai rencana. Pelaksanaan
dalam pengelolaan PBB-P2 yakni meliputi
perhitungan pembayaran, sosialisasi dan Pemu-
ngutan PBB-P2. Berikut hasil dari penelitian yang
dilakukan terhadap pelaksanaan pajak PBB-P2.

1. Perhitungan Pembayaran Pajak PBB-P2

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Pasal 77 menyebutkan bahwa besarnya Nilai Jual
Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan pali-
ng rendah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh
jutarupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Nilai Jual
Objek Pajak Tidak Kena Pajak tersebut di-
tetapkan dengan Peraturan Daerah. Kewena-
ngan yang diberikan kepada pemerintah daerah
Kabupaten/Kota didalam menentukan besarnya
tarif Pajak Bumi dan Bangunan tercantum dalam
Pasal 80 UU Nomor 28 Tahun 2009 dimana
masing-masing Kabupaten/Kota dapat menentu-
kan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB-P2) nya sendiri dengan
ketentuan paling tinggi sebesar 0,3% dari sebe-
lumnya hanya dipatok pada tarif efektif (tunggal)
sebesar 0,1% atau 0,2%. Dasar pengenaan
rumus hitungan pembayaran PBB-P2 seperti
yang diatur dalam pasal 7-10 Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2011 di Kabupaten Rokan Hilir.

2. Sosialisasi PBB-P2

Sosialisasi yang dilakukan Badan Penda-
patan Daerah tersebut sangat membantu namun
belum maksimal dalam pelaksanaannya melihat
masih banyaknya hal yang perlu disosialisasikan

terkait pengelolaan PBB. Sosialisasi merupakan
salah satu hal terpenting dalam pelaksanaan
PBB-P2. Kegiatan sosialisasi PBB-P2 di Rokan
Hilir dilakukan secara langsung melalui media
cetak papan baliho, spanduk dan pemberitaan
pada media massa.

3. Pemungutan atau Pembayaran PBB-P2

Pemungutan PBB-P2 dimulai setelah pe-
nerbitan SPPT Pajak dari bulan juli sampai de-
ngan tanggal jatuh tempo yaitu 30 hari kerja se-
perti yang diatur dalam pasal 16 Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2011 di Kabupaten Rokan Hilir,
diberikan wewenang kepada Badan Pendapatan
Daerah untuk memperpanjang batas jatuh tempo
pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Rokan Hilir.

Pengawasan

Pengawasan merupakan proses penga-
matan, pemeriksaan, pengendalian, dan pengo-
reksian daripada pelaksanaan seluruh kegiatan
organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan
atau kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai de-
ngan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pengawasan merupakan fungsi organik dari ma-
najemen, yang saling terkait dengan perencanaan.
Pengawasan dilakukan untuk dapat mengeva-
luasi dari hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh
secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna
(efektif) sesuai dengan rencana yang telah di-
tentukan sebelumnya. Dengan adanya pengawa-
san, maka dapat meminimalisir adanya kemung-
kinan penyalagunaan atau menghindari penyim-
pangan yang terjadi.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam
Manajemen

Dalam manajemen pengelolaan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan
Hilir, ada faktor penghambat dan faktor pendu-
kung dalam proses manajemen tersebut. Berikut
uraian hasil penelitian serta analisis terhadap faktor-
faktor pendukung dan penghambat dalam mana-
jemen PBB-P2 oleh Bapenda Rokan Hilir kurun
waktu 2014-2016.

Faktor Pendukung
Faktor ini dapat berasal dari dalam maupun



60 Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume 16, Nomor 1, Januari 2018, him. 1-80

dari luar instansi pemerintah Kabupaten Rokan
Hilir, adapun faktor pendukung manajemen pe-
ngelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan
dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Rokan
Hilir adalah sebagai berikut;

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah
menyiapkan dana dengan mengalokasikan
anggaran pada APBD tahun 2012 untuk mem-
biayai seluruh proses persiapan pengalinan PBB
P2 mulai perencanaan sampai dengan implemen-
tasinya. Penyediaan dana oleh Pemerintah Kabu-
paten Rokan Hilir tentunya menjadi salah satu
faktor pendukung dalam kegiatan persiapan pe-
ngalihan PBB P2 ini, karena dengan adanya dana
yang memadai maka rencana yang telah disusun
diharapkan dapat diimplementasikan dengan
baik. Adanya dukungan dan partisipasi dari Sa-
tuan Kerja Perangkat Daerah yang lain, dalam
hal ini Badan Kepegawaian Daerah yang peran-
nya menempatkan personil/pegawai yang mem-
punyai kemampuan dan kompetensi yang cukup
untuk mengelola PBB-P2, Bagian Hukum dalam
mendukung telah menyiapkan Peraturan Daerah,
dan Kecamatan sebagai penanggung jawab
PBB-P2 di daerah masing-masing, sangat mem-
bantu perencanaan persiapan pengalihan PBB
P2 ini. Adanya dukungan dari SKPD-SKPD
terkait diperlukan agar proses perencanaan dan
implementasinya dapat berjalan dengan baik dan
lancar

Faktor Penghambat

Pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dimulai pada
tanggal 1 Januari 2013. Hal ini berarti bahwa
tujuan pengalihan ini berkaitan dengan jangka
waktu. Adapun sasaran yang ditetapkan juga
berkaitan dengan waktu yakni memenuhi tugas
dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai
dengan tahapan pengalihan yang telah diatur
dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/
PMK.07/2010 - Nomor 58 Tahun 2010 Tentang
Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai
Pajak Daerah. Personil merupakan faktor sentral
dalam suatu organisasi karenamampu menuang-
kan tenaga, pikiran sertawaktu demi tercapai-

nyatujuan tertentu. Implementasi kebijakan tidak
akan berhasil tanpa adanya dukungan personil
yang cukup berkualitas atau kompeten dibidangnya
serta sumber daya manusia yang cukup kuanti-
tasnya untuk melingkupi seluruh sasaran ke-
bijakan. Personil yang melakukan segala ke-
giatan mulai dari administrasi, pendataan, peni-
laian, penetapan, pemungutan/penagihan serta
pelayanan dalam hal ini adalah Badan Pendapa-
tan Daerah dan kolektor pemungut pajak pada
tiap-tiap Kecamatan, Kelurahan dan Kepeng-
huluan. Sumber Daya Peralatan dalam hal ini
adalah sarana dan prasarana pendukung pelak-
sanaan pemungutan PBB P2, untuk Sarana ge-
dung Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Rokan Hilir sangat layak dikarekan terletak pada
komplek kawasan pemerintahan yang baru di-
bangun oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
Kemudian untuk menilai bahwa sarana dan pra-
saranayang dimiliki oleh kabupaten Rokan Hilir
belum optimal.

SIMPULAN
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Rokan Hilir telah memanajemen pajak bumi dan

bangunan pedesaan dan perkotaan berusaha

untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
berdasarkan 4 fungsi manajemen yaitu :

a. Terkait dengan perencanaan pengelolaan
PBB-P2 maka Pemerintah Kabupaten Rokan
Hilir dalam mempersiapkan pengalihan PBB
P2 menjadi Pajak Daerah merupakan salah
satu bentuk dari operasional karena meliputi
area operasional tertentu organisasi, peren-
canaan yang dibuat oleh Pemerintah Kabu-
paten Rokan Hilir dalam pengalihan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perko-
taan Tahun 2014-2015 dilihat dari (1) Sarana
dan Prasarana, (2) Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Pemungutan PBB P2, (3) Sumber
Daya Manusia,(4) Sistem Pendataan PBB-
P2, (5) Penetapan Dari Pendataan PBB-P2,
(6) Proses Penyampaian SPPT Kepada Wajib
Pajak.

b. Fungsi manajemen yang kedua adalah pe-
ngorganisasian dilakukan untuk mengorganisir
dalam melaksanakan pengelolaan pajak bumi
dan bangunan pedesaan dan perkotaan maka
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dibutuhkan adanya sumber daya manusia
serta sarana dan prasarana yang mendukung.
Sumber daya manusia terkait dengan pem-
bagian tugas. Selain Badan Pendapatan
Daerah dalam manajemen pengorganisasian
PBB-P2, juga melihat peran strategis keca-
matan, yaitu Camat sebagai penanggung
jawab PBB-P2, lurah dan penghulu selaku
aktor yang mestinya diberi wewenang lebih
dalam mengorganisir penerimaan PBB-P2
agar semakin maksimal.

c. Setelah perencanaan dibuat dan pengorgani-
sasian disusun, maka langkah berikutnya
adalah melakukan pelaksanaan dalam Mana-
jamen PBB-P2 yakni meliputi (1) perhitungan
pembayaran, (2) Sosialisasi, dan (3) Pemu-
ngutan PBB-P2.

d. Pengawasan yang dilakukan Badan Penda-
patan Daerah adalah pengawasan langsung
karena yang dilakukan dengan tanpa menda-
tangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau
objek yang diawasi atau dilakukan melalui
laporan yang berupa lisan ataupun tulisan ke-
pada pimpinannya dan ditindak sesuai aturan
yang berlaku

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam

Manajemen PBB-P2 di Kabupaten Rokan Hilir

adalah:

a. Faktor pendukung adalah (1) tersedianya
dana atau pembiayaan, karena penyediaan
dana oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
tentunya menjadi salah satu faktor pendukung
dalam kegiatan persiapan pengalihan PBB P2
ini, karena dengan adanya dana yang mema-
dai maka rencana yang telah disusun diharap-
kan dapat diimplementasikan dengan baik
dan (2) dukungan perangkat daerah, adanya
dukungan dari perangkat daerah yang terkait
diperlukan agar proses perencanaan dan
implementasinya dapat berjalan dengan baik
dan lancar

b. Faktor penghambat adalah (1) kurangnya
personil baik secara kualitas maupun kuantitas
yang melakukan segala kegiatan mulai dari
administrasi, pendataan, penilaian, peneta-
pan, dan lain sebagainya, memerlukan personil
yang banyak dan tanggap dalam melaksana-
kan kegiatan terlebih menemukan kendala

dilapangan agar dalam manajemen PBB-P2
bisa berjalan dengan baik dan (2) kurangnya
peralatan pendukung merupakan salah satu
penghambat dalam pengelolaan PBB-P2.
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